PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR: 15 TAHUN 1981
TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA,WAKTL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT T JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

Menimbang g,Bahwa sesuai dengan maksud pasal 28 ayat (1) Undang=undang
Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok=-pokok Pemerintahan di Daerah
maka kedudukan keuvangan Ketua,Wakil Ketua dan anggota DPRD.
diatur dengan Peraturan Dgerah

beBahwa Peraturen Daerah ini disusun dengan berpedoman pada Pera-
turan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Juni 1980 Noe3 Tahun 1980.

Wercingat 1.Undang-undang No.61 Tahun 1958 (Li.tahun 1958 No.112)tentang
Penetapan Undang=undang Darurat No.19 Tahun 1957(LN.Tahun 1957-
No«75)tentang Pembentukan Daerah=Daerah Swatantra Tingkat I Su-
matra Barat,Jambi dan Riau menjadi Undang-undang.

2 sUndang=undang Noe5 Tahun 1974 Tentang Pokok~pokok Pemerintahan
di Daerah. - :

ZePeraturan Menteri Dalam Negeri No.,3 Tahun 1980 tanggal 17 Juni
19804 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan KetuagiWakil -
Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah

LoPeraturan Tata tertib DPRD. Propinsi Daerah Tingket I Jambi Nos

1/Xpts/DPRD/19%8 tanggal 7 Juni 1978, DENGAN PERSETUJUAN DEWAN
- PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINST DAERAH TINGKAT I JAMBI.

MEMUTUSEKA N

Menetapkan @ PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT.T JAMBI TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN KETUA,WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT -
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBIs

BAB. 1.
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan '
a«Gubernur Kepala Daerah, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
Jambi . _ :
beKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,ialah Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
bellakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerahsialah Wakil Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
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Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,ialah Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Prqpinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Uang Paketsialah Uang yang dibayarkan Kepada Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah untuk setiap hari menghadiri rapat
rapat Dewan yang Sjahydalam mana telah termasuk uang Sidang
uang penggngkutan lokal dalam Kota, dan uang makan.

Uang representasij,ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang
yang diberikan kepada Ketua,Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rak
yvat Daerah berhubung dengan Kedudukannya.

Uang Kehormatan,ialah tunjangan bulanan tetap berupa Uang
yang diberikan Kepada Pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah
berhubung dengan Jabatannya sebagai Ketua dan wakil Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daersh.

Diluarkota, ialah bertempat tinggaldan nyata=-nyata berdomisili
diluar kota dan diluar wilayah Kecamatan yang berbatasan dengan
kota yang bersangkutan.

Pasal 2

Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Rekyat Daerah ia’ah tanggal mereka mengangkat
sumpah atau mengucapkan Janji pada Pelantikannya sebagai Ketua
Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Saat berhenti memangku Jabatan Ketua,wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal merceka menyatakan
berhenti,diberhentikan,atau meninggal Dunia.

B A B.ZI.
UANG PAKET.
Pasal 3.

Uang paket ditetapkan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daersh
Tingkat I Jambi sebanyak-banyaknya sebesar Rpe7.500,-

Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dawrah yang bertempat -
tinggal diluaet kota den Nyata=nyata bermalam di Hotel/Losmen/
Rumah penginapan dapat dibayarkan uang penginapan sebanyak-
banyaknya sebesar Rpe12.500,~ untuk setap 1 (satu) hari 1

(satu) malam dengan menunjukkan bukti-but-ti Pembayaran yang Sjah

Uang Paket dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yang menghadiri Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerzh yang Sjah dengan Ketentuan,

ae Untuk rapat datu hari datu malam hanya dibayarkan satukali
uang paket.

be. .Selain dari Uang Paket tidak dibayarkan lagl uang Sidang,uang
Pengangkutan lokal dan uang makan.

Pasal 4.

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
tidak diberikan uang Paket untuk Rapate-rapat yang dipimpin
atau dihadirinya.

Pasal 5

Rapat~rapat yang Syah dari Seksi,Panitia dan lain-lain sebagainya
dibentuk oleh Dewan Perwskilan Rakyat Daerah dipandang sebagai
rapat-rapat Dewan Perwskilan Rakyat Daersh dan terhadapnya
berlaku Ketentuen-ketentuan yang dimaksud pasal 3 ayat (1) dan
(2) Peraturan Daerah ini.
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B A B}IIIQ
o i UANG REHORMATAN =75 o0 o . &
Pasal 6.

(1) Uang kehormatan,bagh, = : S
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyalk Rpe«110.000,~
be Wakil Ketua Dewan Perwakilan Lakyat Daerah sebanyak

Rpo10000003“ . :

(2) Diatas Jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) diatas, Kepada -
Ketau dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberi
kan Tunjangan keluarga den Tunjangan lainnya menurut peratu
ran yang berleku bagi Pegawai Negeri/Daerah

B AB.JIV,
3 ~ - UANG REPRESENTAST
Pasal 7.

Disamping penghasilan dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan inistiap -
tiap bulan diberikan wang Representasi sebagal berikut, ‘

1o Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah schesar Rps+110.000,/

2s Wekil Ketua Dewan Perwskilan Rakyat Daerah sebesar Rpe100s000,~

Pagal 8

- Pegawai Negeri,Pegawai Daerah,atau Anggota Angkatan bersengata Re-
" bublik Indonesia yang diangket sebagai Ketua,Wakil Ketua Dewan Per
wakilan Rakyat Daerah tidak dibenarkan menerima Penghasilan rangkap
(Dobel) v \ : '
Pasal 9

Apabila vang kehormatan sebagai Ketua,Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Rekyat Daerah kurang dari pada Gaji pada waktu yang bersangkutan -
aktif sebagai Pegawai Negeri Pegawai Daerah, atau Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia maka ia menerima -tambahan berupa selisih kedua
Penghasilan itu.

_ BAB YV,
RUMAH JABATAN/MOBIL ,
ATAU ALAT-ALAT PENGANGKUTAN LATNNYA

Pasal 10

(1)Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwaldilan Rakyat Daersh selama
mereka dalam Jebatan tersebut dan bilamana Keuangen Daersh meming-
kinkan,dapat disediakan scbush Rumah Jabatan dengan Ketentuan,
bahwa biaya pemeliharaan, Pemskaian air,Penerangan dan Gas untuk
Rumeh itu ditanggung oleh Pemerintsh Dacrsh dan yang harus diting-
galkan/dikenbalikan kepadz Daerah tanpa sesuatm kKewajiban dari -
Pihak Daerah pada Waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua
dan Wekil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ‘ ' ‘

(2)Untuk Ketua dan Wakil Ketva Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama
mereka dalam Jabatan tersebut dan bilamans Keuangan Daerah memung-
kinkan,;dapat disediakan sebush mobil ateu alat pengangkutan lain
untuk keperluan Dinas serta Pengemudinya dengan Ketentuan bahua
biaya pemekaian tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daersh dan yang
harus dikembalikan dalam keadaan wajar kepada Daerah tanpa suatu
kewajiban dari pihak Daerzii pada wakiu vang bersangkutan berhenti
sebagai Ketua dan Wakil Kebtua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B AB VI. :
UANG JALAN DAY UANG PENGINAPAN
DAN UANG PERJALANAN 'DIVAS.

Pasal 11’ ‘oe.n.oosecaoqo-oooo-oeoenoooon.o
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Pasal 1.

(1) Kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vang melekykan
perjalanan Dinas diberikan uang perjalanan dan uan; Penginapan
yang harus dipertanggung jawabkan sesual dengs: peraturan yang
ditetapkan berlaku bagi Pegawal Negeri/Daerah )

(2) Uang perjalanan Pindah diberikan untuk perjale an | indsh dari
kediaman semula ketempat kedudukan Dewan Perwe!:ila. Rakyat Daerah
yang bersangkutan dan sebaliknya. =

‘ B A B.VII
UANG PENGGANTTAN BIAYA BEROBAT
Pasal 12. ‘

Kepafla Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakvat D. »rali dan Anggota
ta bukan Pegawai Negeri/Daerah dan Anggota Angkaten be:senjata
Republik Indonesia serta Keluarganya diberikan FPe: ;gan.‘an Siaya
pemeriksaan,pengobatan dan perawatan Dokter, sesuar dengan Peraturan
‘yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.

\? B A B.VIII.
| TUNJANGAN KEMATIAN

Pasal 13.

Apabila Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rekyat i'aerah meninggal
Dunia,Kepada ahli warisnya diberikan tunjangan ker tia'. sebanyak (1)
satu bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang ber:angkutan me -
ninggal Dunie didalam dan atau karena menjalankan ugar,diterikan tun~
jangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang Kehorm tan “ersih.

Pasal 14, :
Pengangkutan Jenazah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Porwa: ilan Rakyat
Daerah yang meninggal dunia,dari tempat kedudukan leternat kediaman
| . semula, epabila dikehendaki ahli warisnya ditanggung o ch Keuangan
| Daerah. ' ,
“ : B AB IX.
TANDA PENGHARGAAN

Pasal 15

(1) Kepaca Ketua,Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pe. 2ki =n R-kyat Daerah
pada akhir masa Jebatan atau pada waktu diberh nti. ~n dangan hormat
dari Jebatanhya atau meninggal Dunia diberikan uans taria Pengharga
an yaitu,
aeBagi ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Faky:.tu Deaerah untuk
tiap 6 (enam) bulan memangku jabatan sejumlal. 1(: vtu) kali uang
kar ormatan bersih '

b«Bagi anggota Dewan Ferwakilan rakvat Daerah sesual ketentuan ayat
(1)huruf ajakan tetapi besarnya uang kehormaian Lorsih bagi angg-
gota ditetapkan dengan keputusan kepala Daerch yong bersangkutan
dengan memperhatikan kemampuan Daerah dengan sebanyali~banyaknya
2/3( duapertiga) dari ueng kehormatan bersih yang diterima seorang
Wakil ketua.

(2) Mazn memangku jabatan vang kurang dari 6 (enar. buln dibulatkan ke
atas menjadi 6 (enam)bulan Penuh.

(3) Dalam hal Ketua,Wakil Ketua dan anggota Dewan . >rwsikilan Rakyat Da-
erah meninggel Dunia uang tanda penghargaan te sebu ay-t{1) pasal
ini diberikan kepada ahli warisnyea.

B AB X
Pasal 16 .
Hal=hal yang belum diatur dalam Peraturan ,aeran in: akan diatur le-
bih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
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‘ 5, Jambi,?_BSeptember 1981.
N emm KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI -
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FPERATUREY DARRAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
No.15 TAHUN 1981

TENTANG

KEDUDUK&!! KEULIGAN KBTUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DELizn
PERIASTLAT RIKYAT DAERAH PROPINSI
DAERIH TINGKAT I JAMBI

PENJTLASAN UMUM,

Peraturan Daersh ini disusun untuk melgksanalian Undang-undang Noe5
Tahun 1974 terntang Pokok=pokok Pemerintahan di Daerah dan Peraturan Men-
teri Dalam Negeri lomor $ 3 tahun 1980 tanggal 17 Juni 1980,tentang Pedo
man mengenal,kedudulian Ketua, Wakil Ketua dan Jnggota DPID. dengan ditet
tapkannys Peraturan Daersh ini maka kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketus
dan Anggota DPRD. Propinsi Daersh Tingkat I Jambi telsh meid gp atkan Dasar
pengaturan sebazeimana mestinya,

PENJBLISAN PASAL DTMI PASAL;

Pasal 1e¢ covicovee.0c0000e Cukup JelaSeo-..

Pasal 2esccociee o soscane Cukup Jelas eo.. :

Pasal 3. Usng Penginapan bagi Arggota DPRD yang berdemosili diluar Ibukota
8 Propinsi hanya dibayarkan untuk setiap waktu menghadriri masasidang

-Pasal e $°®s60ccoseevcccec CUkup Jelass.;”e.a.n

Pasal 50 ®8s0o08vcovovnocas Cuktp JWlaS.”o“...

Pasal 6. .s-«oogyo-ca;eaé. C'Ukup Jelas ‘

Pasal 7. ®8s9esrscnr0conno C'Uk'llp delas j@ebcavwse

Passal 8, ®05056000c0005eas CUKU.p Jelas‘ ®0cscase

Pasal 96 “boto!.o!ﬂcoau.- Cul{@ Jelas ®ecoocenve

Pasal 10, $89%68c:0000s0006 CU.kUp Helas $ecocaase

Pasal 11, 8082883500353 000 CUkup Jelas 8o0conae

Pasal 12:‘;;..1;0.»..9:«.. CUkUp Jelas ®eccecoe

Pasal 13, 8es8ce00ecs cvcosow Cuk'l.lp Jelas ®esrcces

Pasal 1ll-. Sesescasctooosso Cukup JelaS ®800c0es

Pasal 15. ®esscoccascsacen Cu.kup Jeles seeveccs

Pasal 16¢ oog‘occoa-ooo-uc.oCUkUp Jelas $00cecaea

Pasal 17 00tco-a.-0cnnboooncuklg> Jelas 8cececse




